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Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam
yang melimpah. Namun, berbagai ancaman seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim telah
menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat lokal menjadi solusi efektif,
didukung oleh kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan
serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian
ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan
kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi
berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem
pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat
lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan
Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007
yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi
kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang
mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif
berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Wilayah Pesisir, Masyarakat Lokal, Literature Review

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dengan garis pantai
mencapai 95.181 kilometer (Nadhilah, 2022). Wilayah pesisir ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar
biasa, mulai dari ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, hingga berbagai jenis biota laut yang memiliki
nilai ekonomi tinggi. Potensi ini tidak hanya penting bagi perekonomian nasional tetapi juga menjadi tumpuan
kehidupan jutaan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir (Maulindayanaa, 2023). Secara historis, masyarakat
pesisir Indonesia telah mengembangkan sistem pengelolaan tradisional yang efektif dalam menjaga keberlanjutan
sumber daya alam (Aminuddin & Burhanuddin, 2023). Kearifan lokal seperti sasi di Maluku, awig-awig di Bali dan
NTB, panglima laot di Aceh, dan lubuk larangan di Sumatera telah terbukti mampu mengatur pemanfaatan sumber daya
pesisir secara berkelanjutan selama berabad-abad. Sistem pengelolaan tradisional ini mengandung nilai-nilai konservasi
yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan modern (Indriana et al., 2023).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kondisi wilayah pesisir Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius.
Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, abrasi pantai, dan
dampak perubahan iklim telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pesisir secara signifikan. Kondisi ini
diperparah dengan meningkatnya tekanan demografis dan aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya
dukung lingkungan (Zega et al., 2024). Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa lebih dari
35% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak, sementara luas hutan mangrove terus mengalami
penyusutan setiap tahunnya. Hal ini berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan ikan dan pendapatan
masyarakat nelayan. Jika tidak segera diatasi, degradasi lingkungan pesisir ini dapat mengancam keberlanjutan mata
pencaharian masyarakat pesisir dan ketahanan pangan nasional (Nayyiroh & Muhsoni, 2022; Ginting, 2023).

Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang selama ini cenderung bersifat top-down dan sentralistik terbukti
memiliki banyak kelemahan. Kebijakan yang dibuat dari pusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
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masyarakat lokal. Program-program yang diimplementasikan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat cenderung tidak
berkelanjutan dan gagal mencapai tujuannya Aptasari et al., 2024). Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa
pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif memiliki tingkat keberhasilan yang lebih
tinggi. Masyarakat lokal yang telah hidup berdampingan dengan ekosistem pesisir selama bergenerasi memiliki
pengetahuan mendalam tentang dinamika lingkungan dan strategi pengelolaan yang adaptif (Nartin et al., 2024).

Pengalaman dinegara lain juga mendemonstrasikan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan
wilayah pesisir. Di Filipina, program pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat telah berhasil meningkatkan
tutupan karang dan populasi ikan, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan local (Matorres et al., 2023). Di
Thailand dan Vietnam, pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat mampu mengurangi laju kerusakan ekosistem
dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana (MacKenzie et al., 2019; Nguyen et al., 2020). Indonesia
sendiri memiliki beberapa contoh keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Di Aceh, sistem
panglima laot yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan praktik pengelolaan modern telah berhasil mengatur
pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (Abdullah et al., 2018). Di Raja Ampat, keterlibatan masyarakat
adat dalam pengelolaan kawasan konservasi laut telah memberikan dampak positif bagi pelestarian biodiversitas dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wartini, 2020).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia membuka peluang lebih besar bagi
implementasi pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit mengakui hak dan peran masyarakat dalam
pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan model pengelolaan
yang sesuai dengan Kkarakteristik dan kebutuhan lokal (Prihatiningtyas, 2019). Dari sisi ekonomi, pengelolaan wilayah
pesisir berbasis masyarakat lokal menawarkan berbagai keuntungan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat mengurangi
biaya pengawasan dan penegakan aturan. Program ini juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif, mengurangi ketergantungan pada ekstraksi sumber daya
alam (Naibaho et al., 2023). Dalam konteks perubahan iklim global, peran masyarakat lokal menjadi semakin penting.
Pengetahuan tradisional tentang perubahan lingkungan dan strategi adaptasi yang dimiliki masyarakat pesisir dapat
berkontribusi dalam mengembangkan solusi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Integrasi pengetahuan lokal
dengan ilmu pengetahuan modern dapat menghasilkan strategi adaptasi yang lebih efektif (Afifah et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat menjadi komponen kunci dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal.
Program peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, akses terhadap teknologi dan informasi, serta
penguatan kelembagaan lokal diperlukan untuk memastikan masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam
mengelola wilayahnya (Lakoy & Goni, 2021). Aspek gender juga perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan
wilayah pesisir berbasis masyarakat. Perempuan pesisir memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan
ekonomi rumah tangga, namun seringkali termarginalisasi dalam pengambilan keputusan. Program pemberdayaan perlu
memastikan partisipasi aktif perempuan dalam setiap tahapan pengelolaan (Gai et al., 2020). Koordinasi antar
pemangku kepentingan merupakan termasuk tantangan utama yang perlu diatasi. Diperlukan kerangka kerja yang jelas
untuk mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan
sektor swasta. Sinergi antar stakeholder ini penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program
pengelolaan wilayah pesisir (Putra & Palenti, 2023).

Monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat juga perlu dikembangkan. Sistem monitoring berbasis
masyarakat yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan metode ilmiah dapat memberikan data yang lebih
komprehensif tentang kondisi ekosistem pesisir dan efektivitas program pengelolaan. Data ini penting untuk
pembelajaran dan perbaikan program secara berkelanjutan (Fatristya & Sarjan, 2024). Aspek budaya dan kearifan lokal
perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan pengelolaan. Nilai-nilai budaya dan praktik tradisional yang telah terbukti
efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan perlu dilestarikan dan diperkuat. Hal ini juga penting untuk memastikan
keberlanjutan program dan penerimaan masyarakat (Reeki et al., 2024). Selain itu, lembaga adat dan organisasi
masyarakat pesisir perlu diperkuat agar mampu menjalankan peran dalam pengelolaan wilayah pesisir secara efektif.
Penguatan kelembagaan ini mencakup aspek organisasi, manajemen, dan kemampuan teknis (Savitri et al., 2022).

Transfer pengetahuan antar generasi perlu difasilitasi untuk memastikan keberlanjutan program. Generasi muda
perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan diberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman generasi
sebelumnya, sambil mengembangkan inovasi baru yang sesuai dengan tantangan masa kini Sucahyowati, 2019).
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian tentang pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal menjadi
sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan
yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi upaya pelestarian
wilayah pesisir di Indonesia.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang
berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi fokus
analisis ditelusuri dan dieksplorasi melalui berbagai informasi yang tersedia dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah.
Kajian literatur, atau yang sering disebut sebagai tinjauan pustaka, adalah sebuah proses penelitian yang secara kritis
menelaah dan menganalisis ide-ide serta temuan-temuan yang terdapat dalam literatur akademik. Penelitian ini juga
bertujuan untuk merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh melalui observasi langsung,
melainkan didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang
dimaksud mencakup artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berfokus pada
keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi
merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara mencari dan meneliti informasi dari literatur yang relevan
dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan (Arikunto, 2010). Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur
akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dokumen yang berfungsi untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan
sebelumnya. Strategi untuk mencari artikel publikasi dilakukan dengan memanfaatkan kata kunci di Google Scholar,
khususnya menggunakan kata kunci "pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal” dengan rentang waktu
2020 hingga 2023. Artikel atau jurnal yang memenuhi kriteria pencarian akan diambil untuk kemudian dianalisis lebih
lanjut. Dalam kajian literatur ini, hanya digunakan sumber yang dapat diakses secara penuh dalam format PDF dan
berasal dari jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review. Kriteria untuk jurnal yang ditinjau mencakup artikel
penelitian dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang berfokus pada pengelolaan wilayah pesisir dan masyarakat lokal,
serta jenis artikel yang bersifat penelitian, bukan tinjauan pustaka.

Artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria tersebut kemudian dikumpulkan dan diringkas. Ringkasan jurnal
mencakup informasi seperti nama peneliti, tahun terbit, judul penelitian, metode yang digunakan, serta hasil atau
temuan penelitian. Ringkasan ini disusun dalam tabel yang diurutkan berdasarkan tahun terbit jurnal sesuai format yang
telah ditentukan. Untuk memperdalam analisis, baik abstrak maupun teks lengkap dari jurnal dibaca dan diperhatikan
dengan seksama. Ringkasan jurnal yang telah dibuat kemudian dianalisis, berfokus pada isi yang berkaitan dengan
tujuan penelitian serta hasil atau temuan yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis isi jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Literature review ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal dengan
teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Literatur yang terkumpul dianalisis
dengan tabel Critical Appraisal untuk menjawab tujuan dari pengukuran dan dibandingkan dengan hasil pengukuran
sederhana. Terdapat 6 literatur yang membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal, semua
jurnal tersebut adalah jurnal nasional yang dilakukan pencarian diportal google scholar dengan mengetik kata kunci
“pengelolaan wilayah pesisir dan masyarakat lokal” yang kemudian dianalisis menggunakan analisis critical appraisal
untuk menganalisis dari inti jurnal dan hasil studi . Berikut ini adalah tabel analisis critical appraisal dari 6 jurnal:

Tabel 1. Hasil Review

Nama dan Tahun Judul Metode Hasil
Syarif et al., 2023 Konservasi Sumber Daya pada Metode ceramah Penyuluhan tentang konservasi
Masyarakat Pesisir Berbasis dan diskusi sumberdaya pesisir dan laut melalui
Kearifan Lokal pemberdayaan kearifan lokal

masyarakat pesisir di desa Laikang ini
telah meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman  mengenai  konservasi
sumber daya pada masyarakat pesisir
berbasis kearifan lokal.

Usman etal., 2023  Peran Serta Masyarakat Metode penelitian  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Melalui Pemberdayaan yang digunakan penguatan dan pemberdayaan
Kelompok Masyarakat adalah kombinasi ~ Kelompok  Masyarakat  Pengawas
Pengawas dalam Pengelolaan ~ (Mixed methods).  (Pokmaswas), sejak pengalihan
Wilayah Pesisir yang kewenangan  pengawasan  kepada

Pemerintah  Provinsi,  keberadaan
Pokmaswas tidak lagi efektif terutama
keterpaduan dalam hal pengawasan dan
penangkapan pelaku illegal fishing
serta pelaku pengeboman ikan akibat
lemahnya koordinasi.

berkelanjutan

Wibowo et al., Strategi Pengelolaan Kawasan  Analytical Kesimpulan  dari  penelitian  ini
2022 Pesisir di Pasar Banggi Hierarchy Process mengemukakan bahwa aspek yang
Kabupaten Rembang dengan (AHP) paling penting dalam  pengelolaan
Pendekatan Analytical kawasan pesisir adalah Aspek
Hierarchy Process (AHP). Ekologi (Lingkungan)  dengan

memperhatikan ekosistem mangrove,
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terumbu karang, dan sumberdaya

ikan.
Shafira & Anwar, Model Kebijakan Pengelolaan  Penelitian hukum  Hasil penelitian ini diketahui bahwa
2021 Wilayah Pesisir Lampung normatif yang kebijakan pemerintah Provinsi
Berbasis Masyarakat. mengkaji aspek Lampung dalam pengelolaan wilayah
internal dalam pesisir yang direpresentasikan dalam
hukum positif. Perda Prov. Lampung No. 1/2018

masih belum memberikan cukup ruang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
Adapun model pengelolaan wilayah
pesisir berbasis masyarakat yakni
menekankan  pada  pemberdayaan
masyarakat dan kearifan lokalnya.

Anwar & Shafira, Harmonisasi Kebijakan Analisis kualitatif ~ Hasil dari penelitian ini diketahui
2020 Pengelolaan Lingkungan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi
Pesisir Lampung dalam Rezim Lampung terkait keterlibatan
Pengelolaan Berbasis masyarakat dalam pengelolaan wilayah
Masyarakat pesisir  masih  disharmoni  dengan

peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi maupun yang setara.

Siuetal., 2020 Partisipasi masyarakat lokal Metode deskriptif Hasil penelitian menunjukkan tingkat
dalam pengelolaan ekowisata kualitatif partisipasi masyarakat dalam
mangrove di kelurahan oesapa pengelolaan ekowisata mangrove guna
barat kota kupang mengembangkan kawasan ekowisata di

Kelurahan Oesapa Barat sangat rendah.
Dukungan dari pengelola dibutuhkan
oleh semua pihak terkait untuk
memberikan pengetahuan dan
kepedulian agar program
pengembangan ekowisata Kelurahan
Oesapa Barat dapat berjalan sesuai
harapan.

PEMBAHASAN
Wilayah Pesisir

Menurut Kay dan Alder, (1999), pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam,wilayah
pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang
penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelauatan dan Perikanan
dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefenisikan wilayah pesisir sebagai
kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan
kearah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir
memilikinilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi
maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara
khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan (Maharuddin, 2019).

Batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis,
pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir
juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya
dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkupnya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis
pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan (Junus, 2012).

Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebihmemperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan
merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya. Dalam hal ini
kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas
adanya pengaruh darat ke arah laut. Demikian pula kawasan pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk
dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kreteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan
ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya (Bernard, 2013; Igbal, 2018).
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Di sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan
pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Demikian pula untuk maksud
perancanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang
khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani. Hal itu
disebabkan batas-batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah-ubah yang berbeda luasnya di antara
negara- negara dan sering kali didasarkan pada batas-batas jurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari
segi administratif (Jamal, 2019).

Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal pesisir merupakan komunitas yang bermukim dan menggantungkan kehidupannya pada sumber
daya pesisir dan laut. Mereka memiliki Karakteristik sosial-budaya yang khas, yang terbentuk dari hasil interaksi yang
panjang dengan lingkungan pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir umumnya dicirikan oleh kuatnya hubungan sosial
antar anggota komunitas, pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun tentang laut dan pesisir, serta
sistem nilai dan kepercayaan yang terkait erat dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Fama, 2016).
Secara ekonomi, masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian yang beragam namun sebagian besar terkait dengan
pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan merupakan profesi yang dominan, dengan berbagai spesialisasi seperti nelayan
tangkap, pengumpul kerang, pembudidaya ikan atau rumput laut, dan pengolah hasil laut. Selain itu, berkembang pula
sektor pendukung seperti pembuat perahu, penjual es, pedagang ikan, dan penyedia jasa wisata bahari. Keragaman mata
pencaharian ini menciptakan jaringan ekonomi yang saling terkait dan mendukung dalam komunitas pesisir (Lolowang
et a., 2023).

Dalam aspek sosial-budaya, masyarakat pesisir memiliki sistem pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang
sangat kaya. Mereka memahami dengan baik pola musim, arah angin, arus laut, dan tanda-tanda alam yang berkaitan
dengan aktivitas melaut. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan sering dikodifikasi dalam bentuk
aturan adat atau pranata sosial yang mengatur interaksi masyarakat dengan lingkungan pesisir. Sistem kepercayaan dan
ritual yang berkaitan dengan laut juga masih dipraktikkan oleh banyak komunitas pesisir sebagai bagian dari identitas
budaya mereka (Ahmadi & Syafutri, 2020). Masyarakat pesisir juga memiliki kelembagaan lokal yang berperan penting
dalam mengatur kehidupan sosial dan pemanfaatan sumber daya. Lembaga adat seperti Panglima Laot di Aceh, Kewang
di Maluku, atau kelompok nelayan tradisional di berbagai daerah, memiliki peran dalam mengatur akses terhadap
sumber daya, menyelesaikan konflik, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kelembagaan ini seringkali memiliki
legitimasi yang kuat di mata masyarakat dan dapat berfungsi efektif dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Arafat et
al., 2022).

Namun demikian, masyarakat pesisir juga menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan. Kemiskinan masih
menjadi masalah utama di banyak komunitas pesisir, yang diperparah oleh ketergantungan pada sumber daya alam yang
semakin menurun kualitasnya. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan modernisasi yang cepat juga mengancam
keberlanjutan cara hidup tradisional dan sistem pengetahuan lokal. Di sisi lain, akses terhadap pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur dasar di wilayah pesisir seringkali masih terbatas, yang mempengaruhi kualitas hidup dan kapasitas
adaptasi masyarakat terhadap perubahan (Lubis, 2022).

Pengelolaan Wayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal

Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama dalam upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya pesisir. Pendekatan ini mengintegrasikan
pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dengan metode pengelolaan modern untuk menciptakan sistem pengelolaan
yang berkelanjutan. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan,
implementasi, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap
kelestarian wilayah pesisir (Susanto, 2019). Di Aceh, sistem Panglima Laot merupakan contoh sukses pengelolaan
wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal yang telah bertahan selama berabad-abad. Panglima Laot berfungsi sebagai
pemimpin adat yang mengatur aktivitas penangkapan ikan, menyelesaikan konflik antar nelayan, dan menetapkan
aturan konservasi seperti periode larangan penangkapan ikan pada waktu tertentu (keuneunong). Sistem ini juga
mengatur pembagian hasil tangkapan secara adil dan menjaga kelestarian ekosistem laut melalui larangan penggunaan
alat tangkap yang merusak (Devy & Rahmi, 2019).

Di Raja Ampat, Papua Barat, pengelolaan berbasis masyarakat diterapkan melalui sistem Sasi, yang merupakan
aturan adat untuk membatasi waktu dan area penangkapan sumber daya laut tertentu. Masyarakat lokal, bekerja sama
dengan pemerintah daerah dan LSM, telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi laut yang dikelola bersama.
Program ini tidak hanya berhasil melindungi terumbu karang dan populasi ikan, tetapi juga mengembangkan ekowisata
berbasis masyarakat yang memberikan pendapatan alternatif bagi penduduk local (Persada et al., 2018). Di Kabupaten
Lombok Timur, NTB, sistem Awig-awig digunakan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Awig-awig merupakan aturan
adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut, termasuk zonasi kawasan tangkap, jenis alat tangkap yang
diperbolehkan, dan sanksi bagi pelanggar. Sistem ini diperkuat dengan pembentukan kelompok pengawas masyarakat
(POKMASWAS) yang bertugas memantau dan menegakkan aturan. Hasilnya, terjadi peningkatan tutupan terumbu
karang dan populasi ikan, serta peningkatan pendapatan nelayan (Wirasandi et al., 2021).
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Di Kepulauan Kei, Maluku, praktik Sasi Laut telah berhasil mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Sasi
mengatur waktu pembukaan dan penutupan area penangkapan teripang, lola, dan sumber daya laut lainnya. Sistem ini
dikelola oleh lembaga adat yang disebut Kewang, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap
aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Program ini telah berhasil mempertahankan populasi biota laut target
dan memberikan pendapatan yang stabil bagi masyarakat (Indriana et al., 2023). Di Teluk Mayalibit, Raja Ampat,
masyarakat lokal menerapkan sistem zonasi tradisional yang membagi wilayah pesisir menjadi zona pemanfaatan dan
zona perlindungan. Sistem ini diperkuat dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan budidaya rumput
laut, pengembangan ekowisata, dan pengolahan hasil laut. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya
pesisir juga diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis hasil laut. Program ini telah berhasil
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir (Trinanda, 2017).

Peraturan Dan Kebijakan Di Indonesia

Peraturan dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai payung hukum utama. Undang-undang ini mengatur secara
komprehensif tentang perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil. Peraturan ini juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam
pengelolaan wilayah pesisir, serta mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan
(Rofiah, 2020).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur tentang upaya penanganan risiko bencana di wilayah pesisir. Selain itu,
terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara spesifik mengatur tentang
mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan-peraturan ini dilengkapi dengan
berbagai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur untuk memastikan implementasi yang efektif (Wijanarko et
al., 2020).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pengelolaan
wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah provinsi
memiliki kewenangan mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten/kota memiliki
kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir di wilayahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk
menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik dan
kebutuhan daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada peraturan nasional (Khairi, 2020).

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia menganut pendekatan terpadu (Integrated Coastal Management)
yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Hal ini tercermin
dalam instrumen perencanaan seperti Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K). Instrumen-
instrumen ini disusun secara berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah dengan melibatkan partisipasi berbagai
pemangku kepentingan (Hafsaridewi et al., 2019).

Implementasi peraturan dan kebijakan wilayah pesisir juga didukung oleh berbagai program dan inisiatif seperti
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PUMP), Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), dan Program
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pesisir sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai
skema pendanaan dan insentif untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk Dana
Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan, serta kerjasama dengan lembaga donor internasional Purwanti,
2024).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek
penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi
tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik
sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini.
Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima
Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat,
termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan
pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan
pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan
melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.
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